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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian yang saya lakukan 

di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang adalah sistem 

informasi akuntansi telah diterapkan dengan efektif dalam menghasilkan 

laporan keuangan pemerintah daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Kupang. Hal ini dikarenakan sistem informasi akuntansi yang digunakan 

untuk menghasilkan laporan keuangan sudah menggunakan aplikasi SIMDA 

BPKP  dari  Tahun 2006. Aplikasi SIMDA BPKP merupakan aplikasi 

berbasis IT dari BPKP pusat melalui pemerintah daerah yang dapat di 

gunakan dalam mengelolah dan menata keuangan fungsi aplikasi ini yakni 

memudahkan dan mempercepat dalam mengatur pengelolaan dan  

meminimalisirkan kesalahan alur dokumen yang diakomodasikan dari 

aplikasi ini.  

Sistem Informasi Akuntansi dapat saya simpulkan sudah efektif 

berdasarkan 3 tahapan proses Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

Keuangan Daerah yang saya uraikan sebagai berikut: 

1. Tahap Input  

Dalam tahapan input dinilai sudah baik dikarenakan mereka sudah 

melakukan pengumpulan bukti transaksi seperti kwitansi, nota, memo 

dan bukti transaksi lain yang telah dikumpulkan pada bendahara untuk 

nantinya dipaparkan dalam proses penjurnalan. 
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2. Tahap Proses 

Dalam tahapan proses dinilai sudah baik, kantor badan keuangan daerah 

kabupaten kupang telah melaakukan tahapan proses dengan baik dengan 

menggunakan apliksi SIMDA BPKP untuk memudahkan dan 

mempercepat penyususan laporan keuangan sehingga pembuatan laporan 

keuangan lebih efektif dan efesien 

3. Tahapan Ouput 

Dalam tahapan ouput dinilai sudah baik karena kantor Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Kupang telah berhasil menghasilkan laporan 

keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 

6.2 Saran  

1. Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kupang 

Aplikasi  SIMDA  BPKP  yang  kantor  gunakan  harus  lebih  baik  lagi 

kedepannya sehingga dapat memudahkan pekerjaan bagi karyawan yang 

ada. 
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